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                                                                ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah
keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak
mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan asas hukum bahwa pengujian terhadap keputusan diskresi tidak dapat dilakukan
dengan mendasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, melainkan secara kasuistis diuji
dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan baik.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan kasus (penelitian hukum in concreto). Metode
pendekatan yuridis normatif dalam hal ini suatu pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas hukum, sedangkan
analisis data yaitu menganalisis dan menemukan asas-asas hukum dari putusan-putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menguji
keputusan diskresi khususnya Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat menunjang tugas Badan/Pejabat Pemerintahan dalam
menerbitkan keputusan diskresi, sebaliknya bagi Pengadilan Tata Usaha Negara agar memiliki acuan dalam menguji
keputusan-keputusan yang lahir dari kewenangan diskresi.
Dasar diterbitkannya keputusan diskresi adalah adanya â€œkeadaan mendesakâ€•, dan pengujian terhadap keputusan diskresi oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan tidak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) kemudian, produk hukum dari badan/pejabat pemerintahan yang dapat
dijadikan objek segketa dan diuji pada pengadilan Tata Usaha Negara berupa keputusan (beschikking), sedangkan
dokumen-dokumen yang mengandung materi pengaturan yang bersifat umum berupa peraturan (regeling) tidak dapat dijadikan
objek sengketa dan tidak dapat diuji di pengadilan tata usaha negara.
Kata Kunci : Keputusan Diskresi, Pejabat Pemerintahan , Pengadilan Tata Usaha Negara
